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BAB VI

PENUTUP

Rangkaian penutup dari skiripsi tentang “Implementasi Kebijakan” (Studi 

Kasus Absensi Sidik Jari (Finger Print) Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup UPT Taman Budaya Daerah Provinsi 

NTT), penulis akan menyajikan beberapa pokok pikiran sebagai suatu kesimpulan 

serta beberapa rekomendasi saran yang kiranya bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi 

NTT maupun para Pegawai Negeri Sipil.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data lapangan dan hasil observasi peneliti maka dapat 
disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, ditemukan bahwa 

pengimplementasian Absensi Sidik Jari Berdasarkan PP No.53 Tahun 

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini belum dapat diterapkan 

secara maksimal di lingkup UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT, 

terlihat pada PP No.53 Tahun 2010 tentang Didiplin Pegawai 

Negeri Sipil terlihat jelas pada Pasal 3 Ayat 11 “masuk kerja dan 

menaati ketentuan jam kerja” terbukti masih terdapat pegawai negeri 

sipil UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT yang datang terlambat 

masuk kantor dan kurangnya memaksimalkan waktu kerja. 
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2. Kurangnya pemahaman dalam penggunaan mesin absensi sidik jari 

disebabkan tidak adanya SOP atau Juklak/juknis serta pedoman dalam 

pemberlakuan absensi sidik jari melainkan hanya berupa Surat Edaran 

dari PemProv.NTT.

3. Kurangnya kepatuhan kedisiplinan dari Pegawai Negeri Sipil pada Surat 

Edaran NO.889/036/Kepeg/2011 tentang Pemberlakuan Absensi 

Sidik Jari kepada setiap SKPD/unit kerja di lingkungan pemerintah 

provinsi NTT dan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil dikarenakan tidak adanyan keteladanan seorang kepala 

UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT dan ketegasan dalam 

pemberian sanksi baik dari seorang kepala UPT Taman Budaya Daerah 

Provinsi NTT maupun Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini ialah Biro 

Kepegawaian Provinsi NTT.

4. Rendahnya kesadaran, rasa tanggung jawab dan profesionalisme dari 

setiap PNS UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT dalam 

menyelenggarakan tugasnya khususnya dalam hal mematuhi kedisiplinan 

yang tertuang dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil.

B. SARAN

a. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selalu memantau, 

meninjau, dan memperbaiki pelaksanaan sistem absensi yang sudah 

ada.
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b. Dalam Pengimplementasian Kebijakan Absensi Sidik Jari Berdasarkan 

Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 ini harus disosialisasikan 

guna untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang lebih disiplin, 

efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh 

tugas umum serta melakukan pembinaan dan pelatihan Pegawai Negeri 

Sipil dalam upaya pembentukan karakter Pegawai Negeri sipil guna 

timbulnya kesadaran dan partisipasi dari seorang Pegawai Negeri Sipil. 

c. Diperlukan ketegasan dari seorang Kepala UPT dan Pemerintah 

Provinsi dalam pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri, baik pelanggaran 

disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang dan pelanggaran disiplin 

berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

d. Perlu adanya revisi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil pada Bab II “kewajiban dan larangan’ serta Bab III 

“hukuman disiplin”.
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